
BUPATI GAROT,
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 dan Pasal 23

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggaraan
·Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Garut Nomor 430 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, serta untuk mendukung tercapainya
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen dari
Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta. dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 1999
Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2017 tentang Pembiriaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tabun 2012 tentang Pedoman
Pengembarigan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); .

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

2



PaAIl
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat
dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami
dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama
Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama
Penyelenggara Negara memangku jabatan.

BAD I

KETENTUAIf UltIUl4

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN BARTA KBKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA.

Menetapkan

MEJlUTUSKAN':

14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Oarut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Garut Nomor 504 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
eli Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 36);,
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Pasal4
Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPNdi lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 dan Pasal3, terdiri atas:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;

d. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
f. Pejabat Fungsional Auditor;
g. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);dan
h. Pengelola Anggaran, meliputi:

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
3. PanitiajPejabat Pengadaan BarangjJasa Pemerintah.

Pasal3
(1) Penyampaian LHKPNselama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara

periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleb sejak
tanggall Januari sampai dengan tanggal31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud pacta ayat (1), disampaikan da1am
jangka waktu paling lambat tanggal31 Maret tahun berikutnya.

BABD
PENYAMPAIAN LBKPN

Pasa12
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangakatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhimya

masajabatan atau pensiun; dan/atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan
pertama/pengangkatan kembali/berakhimya sebagai Penyelenggara Negara.

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN
adalah laporan dalam bentuk setak dan! atau bentuk lainnya tentang uraian dan
rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan,
pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Pennyelenggara Negara.

8. e-LHKPNadalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang
dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

, ,
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Pasa18
(1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak

menyampaikan LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijatuhkan sanksi
disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/ atau

BABIV
SANKSI

Pasa17
(1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

membentuk TimPengelolaLHKPN di Tingkat Perangkat Daerah.
(2) Tim Pengelola LHKPNTingkat Perangkat Daerah sebagaimena dimaksud pada

ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN
di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan
kepada Tim PengelolaLHKPN Kabupaten.

(3) Tim Pengelola LHKPNTingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan K.epala Perangkat Daerah.

a. Penanggungjawab
b. Koordinator Bidang Kepegawaian

Sekretaris Daerah
Kepala Badan Kepegawaian dan
Diktat

c. Koordinator Bidang Pengawasan Inspektur
d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah: Unsur pada Inspektorat Daerah
e. Administrasi Unit KeIja Unsur pada Inspektorat Daerah

(3) Tim Pengelola LHKPNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan
tugas yang akan menjadi mitra keIja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

(4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
Sekretariat Timyang terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah (P2UPD)yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.

(5) Tim Pengelola LHKPNdan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pua16
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN,dibentuk TirIi Pengelola LHKPN.
(2) TimPengelola LHKPNsebagarmana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

BABm
TIM PBlfGBLOLA LHKPK

PualS
Penyampaian LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disampaikan
kepada KPKmelalui aplikasi e-LHKPNpada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
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DENISUBERLAN

BERITA DAERAB KABUPATBR GARUT
TAHUN2019 HOMOR141

Diundangkandi Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019
SEKRETARIS DAERAB KABUPATER GARUT.

ttd

RUDY GUBAWAlI

Ditetapkan di Garut
pada tanggal31 - 12 - 2019
BUPATI GARUT,

ttd

Pasall1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasall0

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor 430 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyampaian Laporac Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BABVI

KETEKTUAN PEJIUTUP

BABV
TATA CARA PEKJA1'UHAI( SAlIKSI

Pual9
(1) Penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
a. diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing

tenggat waktu peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan; dan
b. apabila sampai dengan peringatan ketiga PenyelenggaraNegara tetap belum

menyampaikan LHKPN,maka dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud da1am Pasal 8 dilakukan
pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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